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k kemajuan Kecamatan

umumnya sel:tsausnyéI o4 Kabupaten Banggai pada
adanya aspirasi yang berkembang

p:l:yé)lesa Sumber Mulya guna
Pe €lénggaraan  Pemerintahan,
mbangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk

Mempercepat Pemberian
. ela an .
kesejateraan masyarakat;p 100" gune Peghnotaidy

meningkatkan

g e sehubungan dengan hal tersebut: pada huruf a

dan memperhatikan perkembangan jumiah penduduk,
luas wnjayah di Sumber Mulya Kecamatan Bunta ,
maka d.lpandang perlu membentuk Desa Dwipa Karya
sebagai pemekaran dari Desa Sumber Mulya ;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
Pembentukan Desa Dwipa Karya.

. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah — daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) ;
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. 158T'ambe"g aran Negara RI Tahun 2005 Nomor
, anan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

_T_g;alfurgn Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20
N 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000
Nomor 35, Seri p Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
‘ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA DWIPA KARYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Bupati ati Banggai. .
- Perl:\aet:ir?faal':grr]\ %Japerah adgalah penyelenggaraan urusan pe.nLerlniahan
- Oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ot.or!omld an tugas
* pembantuan dengan prinsip otonomi luas dglam snzgm kSar:j ;;jrll’llSID
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
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er?at- Mengatur ngurus kepentingan
tempat yang diakui dan dl:;ka gy dan adat itiadat.
gara kesatuan Repubik Indones:;"im (T, e, FARRY
jsun atau yang disebut denqan -

9an nama lain aq ilavah
glam desa yang m n adalah bagian wilayah
semerintahan desa. Sfipakan ingkungan kerja pelaksanaan

BAB I1
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

pengan Peraturan Daerah ini dibenty

k Desa Dwipa K ilavah
' Kecamatan Bunta Kabupaten Banggaj, pa Karya dalam wilay

Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Desa Dwipa Karya adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Sumber
Mulya yang luasnya 1,5 KM?.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Dwipa Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal
2, luas wilayah Desa Sumber Mulya dikurangi luas wilayah Dwipa Karya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

() Desa Dwipa Karya mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Gonohop ;

b. Sebelah Timur dengan Desa Doda Bunta ;

C. Sebelah Selatan dengan Desa Simpang ;

d. Sebelah Barat dengan Desa Rantau Jaya ;
(2)  Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan
1 dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
. Daerah ini,
) Penentuan batas Wilayah Desa Dwipa Karya secara pasti dilapangan,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
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etapan Tata Ruang|;1 vﬁund "9 = undangan yang berlaku,
aksud dalam ayap ] "ayah Desy Dwipa Karya sebagaimana
terpisahkan dari Tatg Ru(ar)né \?\;I.?k“ka” Secara terpadu dan tidak
 dan Kecamatan . "avah Nasional, Provinsi, Kabupaten

Pasal 7

Joukota Desa Dwipa Karya berkedudukan di Dwipa Karya
e

BAB I11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Untuk kelanca_ran Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Dwipa
Karya . Bupati, Camat Bunta dan Kepala Desa Sumber Mulya sesuai
dengan  wewenang  dan Tugasnya  masing - = masing
menginventarisasi dan mengatyr penyerahan kepada Pemerintah
Desa Dwipa Karya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan,
yang meliputi :

a  Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak
bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Desa Sumber Mulya yang berada dalam wilayah
Desa Dwipa Karya.

b.  Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena
sifatnya diperlukan oleh Desa Dwipa Karya.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diresmikannya Desa Dwipa Karya.

Pasal 9
Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Dwipa Karya
Sehagaimana  dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Dwipa Karya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

| ©ntuan  Jebi lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan
ah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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